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Abstrak

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, kepatuhan Wajib Pajak memegang peranan
yang amat penting. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif, dengan sampel yang diambil
sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara. Jumlah
pertanyaan sebanyak 21 item yang terdiri dari daftar pertanyaan masing masing variable. Skala
pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Data yang dikumpulkan diolah dengan program SPSS
23.0 for windows kemudian dilakukan analisa dengan Regresi Linear Berganda. Dalam penelitian ini
menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas pelayanan pajak, pemahaman
peraturan pajak, sanksi perpajakan dan kondisi keuangan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Orang di KPP Pratama Sidoarjo Utara baik secara simultan maupun parsial. Untuk pengaruh secara
parsial, variabel pemahaman peraturan pajak adalah variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap
kepatuhan Wajib Pajak Orang dibandingkan ketiga variabel lainnya.

Kata Kunci : Kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, kondisi keuangan

Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara
berkembang yang memiliki potensi Sumber
Daya Alam yang sangat luar biasa. Saat ini,
Indonesia melakukan pembangunan di segala
bidang. Namun, Sumber Daya Alam yang
berlimpah tersebut belum sepenuhnya dapat
dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Bagi
negara-negara yang sedang membangun,
stabilisasi ekonomi merupakan syarat bagi
terlaksananya pembangunan ekonomi agar
tujuan pembangunan dapat tercapai secara
efisien dan efektif. Ada dua kebijakan yang
biasa digunakan dalam ekonomi makro yaitu,
kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Hasil audit BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat tahun 2015, dari total
penerimaan sebesar Rpl.508 triliun, sekitar
83,29% diantaranya didapat dari penerimaan
perpajakan.  Pajak  menyumbang  sebesar
Rp1.240 triliun, sedangkan  Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang
Rp255 triliun. Sisanya adalah penerimaan hibah
yaitu sebesar Rp11.97 trilyun. Termasuk dalam
kebijakan fiskal adalah mengatur kewajiban
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warga negara dalam bidang perpajakan untuk
dapat dialokasikan secara adil dan merata
kepada seluruh unsur bangsa.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai
lembaga yang diberi tugas dalam menghimpun
penerimaan negara yang berasal dari pajak harus
mampu melaksanakannya demi pembiayaan
pembangunan nasional. Untuk dapat
mengamankan penerimaan negara dari sektor
pajak serta meningkatkan iklim investasi dan
usaha, Direktorat Jenderal Pajak telah
melakukan upaya terus menerus untuk
memperbaiki kinerjanya, salah satunya melalui
reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini
meliputi  reformasi  kebijakan  perpajakan,
amandemen undang-undang perpajakan,
modernisasi sistem perpajakan, serta untuk
mendukung iklim investasi dan usaha terutama
para investor yang akan menanamkan modalnya
pemerintah memberikan fasilitas atau insentif
dalam bidang perpajakan (Markus, 2005, hal. 2).

Dalam rangka meningkatkan target
penerimaan yang pada setiap tahunnya masih
belum dapat mencapai angka maksimal,
Direktorat ~ Jenderal = Pajak  menetapkan
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tahun2015 sebagai Tahun Pembinaan bagi Wajib
Pajak. Tentunya hal ini merupakan bagian dari
strategi pengamanan target penerimaan Tahun
2015. Untuk mencapai target penerimaan
pajak, tentunya  dibutuhkan peran  aktif
masyrakat Wajib Pajak dalam memenuhi hak
dan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini
kepatuhan Wajib Pajak memegang peranan
sangat penting dalam mencapai target
penerimaan pajak.

Pembinaan ini  ditujukan  kepada
kelompok  Wajib  Pajak  yang  telah
menyampaikan SPT maupun yang belum
menyampaikan SPT, serta kelompok orang
pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai
Wajib Pajak. Tidak semua Wajib Pajak
mempunyai pengetahuan dan pemahaman
yang baik tentang hak dan kewajiban
perpajakannya. Tingkat pemahaman Wajib
Pajak di Indonesia tergolong rendah. Hal
tersebut ditandai dengan masih banyaknya
Wajib Pajak yang meminta bimbingan dan
konsultasi terkait dengan pengisian SPT
Tahunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengkaji pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak,
Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan
Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap
Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Sidoarjo Utara.
Dasar Pemikiran Teoritis Dan
Pengembangan Hipotesis
Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Muliari  dan  Setiawan  (2011),
mendefinisikan kepatuhan Wajib Pajak sebagai
suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi
semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan
hak perpajakannya. Dalam penelitian Sri
Rustiyaningsih (2011) kepatuhan perpajakan
diartikan sebagai suatu keadaan yang mana
Wajib Pajak patuh dan mempunyai kesadaran
dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Norman D. Nowak (1992)
sebagaimana dikutip oleh Rustiyaningsih
(2013) mengemukakan kepatuhan dan kesadaran
pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin
dalam situasi sebagai berikut:

a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk
memahami  semua ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
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b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan
jelas.

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang
dengan benar.

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada
waktunya.

Menurut Rahayu (2011), bahwa
kepatuhan Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi
2, yaitu:

a. Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan
dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban
secara formal sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang Perpajakan.
Kepatuhan formal merefleksikan
pemenuhan kewajiban penyetoran dan
pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang
telah ditentukan.

b. Kepatuhan Materiil, Kepatuhan materiil
lebih menekankan pada aspek
substansinya  yaitu jumlah pembayaran
pajak telah sesuai dengan ketentuan. Dalam
arti perhitungan dan penyetoran pajak telah
benar.

Kriteria Wajib Pajak yang Patuh

Berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 235/KMK. 03/2003 Tanggal
3 Juni 2003 Wajib Pajak dikatakan patuh apabila

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua)
tahun terakhir.

b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT
Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga)
masa pajak untuk setiap jenis pajak dan
tidak berturut-turut.

c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana
dimaksud dalam huruf b telah disampaikan
tidak lewat dari batas waktu penyampaian
SPT Masa pajak berikutnya.

d. Tidak mempunyai tunggakan pajak yang
semua jenis pajak :

1) Kecuali telah memperoleh izin untuk
mengangsur atau menunda pembayaran
pajak.

2) Tidak termasuk tunggakan pajak
sechubungan  dengan STP  yang
diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak
terakhir.

e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena
melakukan tindak pidana di bidang
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Faktor

perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh)

tahun terakhir.

Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh

Akuntan Publik atau Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan harus dengan

pendapat wajar tanpa pengecualian atau

dengan pendapat wajar dengan pengecualian

sepanjang pengecualian tersebut tidak

mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan

audit harus:

1) Disusun dalam bentuk panjang (long
form report).

2) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi
komersil dan fiskal.

yang Mempengaruhi Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi

Norman D. Nowak sebagaimana dikutip

oleh Rustiyaningsih (2013) mengemukakan ada

beberapa

faktor mempengaruhi

yang

kepatuhan Wajib Pajak, antara lain:

1)

2)

102

Kualitas Pelayanan

Adanya instansi pajak, sumber daya aparat
pajak, dan prosedur perpajakan yang baik
merupakan indikator tercapainya
administrasi pelayanan pajak yang baik.
Dengan kondisi demikian maka usaha
untuk memberikan pelayanan bagi Wajib
Pajak akan berjalan dengan lebih baik, lebih
cepat, dan lebih menyenangkan bagi Wajib
Pajak untuk membayar pajak. Dengan
kualitas pelayanan pajak yang baik, akan
menimbulkan dampak kerelaan Wajib Pajak
dalam melaksanakan kewajibannya
membayar pajak.

Pemahaman terhadap Peraturan pajak
Penerapan sistem self assessment dalam
perpajakan di Indonesia dimaksudkan untuk
memberikan kepercayaan secara penuh
kepada para Wajib Pajak untuk
menghitung, membayar, dan melaporkan
sendiri  besarnya pajak yang harus
dibayarkan tanpa ada campur tangan
aparatur pajak (fiskus). Sistem ini akan
berjalan efektif apabila Wajib Pajak
memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan
kedisiplinan dalam
menjalankan/melaksanakan peraturan
perundang-undangan  perpajakan  yang
berlaku. Pengetahuan dan pemahaman
peraturan  perpajakan adalah  hasil
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3)

4)

pemikiran mengenai peraturan perpajakan
sehingga membuat Wajib Pajak yang pada
awalnya tidak memahami  peraturan
perpajakan, menjadi memahami peraturan
perpajakan. Dengan pemahaman tersebut
diharapkan Wajib Pajak dapat menerapkan
apa yang telah dipahami.

Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi
Perpajakan

Sanksi pajak dapat diartikan sebagai cara
yang dilakukan oleh aparat pajak (fiskus)
untuk membuat para Wajib Pajak tidak
melakukan kecurangan dalam membayar
pajak. Sanksi yang diberikan bersifat
memaksa untuk setiap Wajib Pajak agar
mematuhi peraturan pajak yang berlaku.
Tujuan pemberian sanksi perpajakan kepada
Wajib Pajak tak lain adalah untuk
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan
Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak.
Sanksi perpajakan menurut Undang-Undang
perpajakan berupa sanksi administrasi dan
sanksi pidana.

Kondisi Keuangan

Ada beberapa indikasi dalam penelitian lain
yang  menunjukkan = bahwa  kondisi
keuangan seseorang (persyaratan) dan
kewajiban keluarganya dapat memoderasi
hubungan komitmen dan kinerja seseorang
(Brett, Cron dan Slocum, 1995). Secara
empiris, beberapa studi perilaku telah
menunjukkan  dukungan  untuk  efek
moderating dari persyaratan keuangan pada
perilaku individu (Brett et al., 1995; Doran,
Stone, Brief dan George,1991).
Implikasinya bahwa beban keluarga yang
menjadi  tanggung jawab  seseorang
mungkin dapat memoderasi komitmen
dari seseorang untuk  melunasi
kewajibannya termasuk pembayaran
pajak penghasilan(Rustiyaningsih, 2013).
dasar

Atas telaah  pustaka dan

kerangka pemikiran teoritis tersebut diajukan
hipotesis alternatif (Ha) sebagai berikut :

L.

Secara parsial kualitas pelayanan pajak
X1 berpengaruh positif terhadap
kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Y)

2. Secara parsial pemahaman peraturan pajak

(X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan
Wajib Pajak orang pribadi (Y).
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3. Secara parsial sanksi perpajakan (X3)
berpengaruh positif terhadap kepatuhan
Wajib Pajak orang pribadi (Y).

4. Secara parsial kondisi keuangan Wajib
Pajak (X4) berpengaruh positif terhadap
kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (YY)

Metode Penelitian
Prosedur dan sampel

Penelitian ini berpendekatan kuantitatif,
berjenis deskriptif dan asosiatif. Dikatakan
pendekatan kuantitatif sebab pendekatan yang
digunakan di dalam usulan penelitian, proses,
hipotesis, turun ke lapangan, analisa data dan
kesimpulan data sampai dengan penulisannya
menggunakan aspek pengukuran, perhitungan,
rumus dan kepastian data numerik. Adapun yang
menjadi populasi dalam penelitian ini adalah
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib
Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sidoarjo Utara yang berjumlah 62.592
orang.

Dengan menggunakan sejumlah
populasi sebanyak 62.592 Wajib Pajak Orang
Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Sidoarjo Utara dengan tingkat prestasi yang
digunakan sebesar 10% (0,1), maka akan
diperoleh sampel sebanyak 100 wajib Pajak
Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sidoarjo Utara. Pengambilan sampel
dilakukan dengan teknik probability sampling.
Probability sampling  merupakan  teknik
pengambilan  sampel yang  memberikan
peluang yang sama bagi setiap unsur populasi
untuk  dipilih menjadi anggota sampel
(Sugiyono, 2011).

Instrumen
Operasional
Untuk menjawab rumusan masalah dan
melakukan pengujian terhadap hipotesis yang
diajukan, maka data yang diperoleh selanjutnya
akan diolah sesuai dengan kebutuhan analisis.
Untuk kepentingan pembahasan, data diolah dan
dipaparkan berdasarkan prinsip-prinsip statistic
deskriptif, sedangkan untuk kepentingan analisis
dan pengujian hipotesis digunakan analisis
Regresi berganda untuk mengetahui hubungan
antara variable dependen dan independen.
Kepatuhan Wajib Pajak sebagai suatu
keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi
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pengukuran dan definisi

semua kewajiban perpajakan dan
melaksanakan hak perpajakannya. Sebagai
indikator pengukuran kepatuhan Wajib Pajak
orang pribadi dalam penelitian ini dengan
mengacu pada pendapat dari Chaizi Nasucha
yang dikutip Sony Devano dan Siti Kurnia
Rahayu (2010: 111), yang terdiri dari :

a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan

diri.

b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali

Surat Pemberitahuan
c. Kepatuhan dalam  menghitung  dan

membayar pajak terutang
d. Kepatuhan dalam

pembayaran tunggakan

Pelayanan pajak adalah suatu proses

bantuan kepada Wajib Pajak dengan cara-cara

tertentu  yang memerlukan kepekaan dan

hubungan interpersonal agar terciptanya

kepuasan dan keberhasilan. Indikator

pengukuran variabel kualitas pelayanan pajak

dengan mengacu pada teori yang dikemukakan

oleh Parasuraman et al (1988) dalam

Nuroctaviani yang terdiri dari :

Keandalan (Reliability)

Ketanggapan (Responsiveness)

Jaminan (Assurance)

Empati (Emphaty)

Bukti Langsung (Tangible)

Pengetahuan dan pemahaman akan
peraturan perpajakan adalah proses dimana
Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan
mengaplikasikan ~ pengetahuan  itu  untuk
melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.  Indikator pengukuran
pemahaman peraturan pajak dalam penelitian
ini dengan nmengacu pada teori yang
dikemukakan oleh Handayani, dkk (2012) yang
terdiri dari : Kepemilikan NPWP, Pengetahuan
dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban
sebagai Wajib Pajak, Pengetahuan dan
pemahaman mengenai sanksi perpajakan,
Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP,
PKP, dan tarif pajak, Wajib Pajak mengetahui
dan memahami peraturan perpajakan melalui
sosialisasi yang dilakukan oleh KPP, Wajib
Pajak mengetahui dan memahami peraturan
pajak melalui training perpajakan yang mereka
ikuti.

pelaporan dan

opo o

Sanksi perpajakan merupakan jaminan
bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan
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perpajakan  (norma  perpajakan) akan
dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata
lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah
(preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar
norma perpajakan. Indikator pengukuran
variabel peneletian dalam penelitian ini yaitu
dengan mengacu pada teori yang dikemukakan
oleh M. Zain(2008) sebagaimana dikutip oleh
Pusponegoro (2013) yang terdiri dari : Sanksi
perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar
aturan pajak cukup berat, Pengenaan sanksi
pajak yang cukup berat merupakan salah
satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak, Sanksi
pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya
tanpa toleransi.

Kondisi Keuangan Wajib Pajak dari
ketidak- konsistenan penelitian yang meneliti
hubungan antara kepatuhan Wajib Pajak dengan
beberapa variabel yang dipengaruhi khususnya
faktor deteren. Untuk mengukur kondisi
keuangan Wajib Pajak dalam penelitian 1ini,
digunakan indikator sebagai berikut : Arus
keuangan Wajib Pajak, Tetap membayar pajak
pasa saat kondisi keuangan tidak baik, Baik
buruknya keuangan tidak menjadi halangan
untuk membayar pajak.

Uji Measurement model
Uji Validitas

Uji Validitas menunjukkan sejauh mana
alat pengukur dapat dipergunakan untuk
mengukur apa yang akan diukur. Berdasarkan
hasil perhitungan semua item memiliki koefisien
validitas lebih besar dari nilai r kritis (0,300)
sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item
tersebut dapat digunakan untuk mengukur
variabel di atas dan akan mampu menghasilkan
variabel yang akurat sesuai dengan tujuan
penelitian.

Uji Reabilitas

Uji  reliabilitas  digunakan  untuk
mengetahui sejauh mana hasil pengukuran relatif
konsisten. Berdasarkan hasil perhitungan nilai
Alpha Cronbach dari masing-masing variabel
lebih dari 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa
semua item-item dalam kuesioner penelitian
tersebut adalah reliable (andal).

Uji Kesesuaian Model
Uji Normalitas
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Uji  normalitas  bertujuan  untuk
mengetahui apakah variabel tersebut mempunyai
distribusi data yang normal atau tidak.Untuk
mengetahui data tersebut normal atau tidak,
salah  satunya dapat diketahui dengan
menggunakan pendekatan Kolmogorov-
smirnov. Hasil menunjukkan bahwa signifikansi
atau nilai probabilitas adalah sig > 0.05 maka
data penelitian dapat dikategorikan berdistribusi
Normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini dilakukan
untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan
yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan
linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan
bahwa antar variabel bebas tidak saling
berkaitan. Berdasarkan perhitungan diperoleh
VIF dari masing- masing variabel kurang dari 5
dan nilai tolerance mendekati nilai 1, hal ini
berarti bahwa variabel-variabel bebas dalam
penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastitas bertujuan utnuk
menguji apakah dalam model regresi linear
berganda terjadi ketidaksamaan varians dan
residual suatu pengamatan ke pengamatan
lainnya. Hasil penghitungan menunjukkan
bahwa signifikansi atau nilai probabilitas adalah
sig > 0.05 maka model regresi linier berganda
tidak terjadi heteroskedastitas.

Analisa Hasil

Setelah dilakukan pengujian terhadap
uji asumsi klasik dan dari hasil tersebut data
yang digunakan memenuhi syarat, maka
analisis dapat dilanjutkan dengan uji regresi
linier berganda.

Berdasarkan  penelitian  ini, makan
persamaan regresi linear bergandanya dapat
dinyatakan sebagai berikut :

Y =10,813 + 0,485.X1 + 0,571.X2 + 0,342.X3
+0,300.X4

Uji T (Pengujian secara Parsial)

Koefisien nilai  variabel kualitas
pelayanan pajak (X1), diperoleh nilai t hitung
4,147 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.
Dengan demikian nilai  signifikansi  yang
didapat ternyata lebih besar dari nilai derajat
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kesalahan yaitu sebesar 0,05 (0,000< 0,05).
Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara
parsial variabel kualitas pelayanan pajak (X1)
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
Wajib Pajak orang pribadi (Y) di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara.

Koefisien nilai variabel pemahaman
peraturan pajak (X2), diperoleh nilai t hitung
4,963 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.
Dengan demikian nilai signifikansi yang didapat
ternyata lebih besar dari nilai derajat kesalahan
yaitu sebesar 0,05 (0,000 < 0,05). Hasil tersebut
menunjukkan bahwa secara parsial variabel
pemahaman peraturan pajak (X2) berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
orang pribadi (Y) di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sidoarjo Utara.

Koefisien  nilai  variabel  sanksi
perpajakan (X3), diperoleh nilai t hitung.

3,084 dengan tingkat signifikansi
sebesar  0,002. Dengan demikian nilai
signifikansi yang didapat ternyata lebih besar
dari nilai derajat kesalahan yaitu sebesar 0,05
(0,002 < 0,05). Hasil tersebut menunjukkan
bahwa secara parsial variabel sanksi perpajakan
(X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
Wajib Pajak orang pribadi (Y) di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara.

Koefisien nilai  variabel  kondisi
keuangan Wajib Pajak (X4), diperoleh nilai t
hitung 2,329 dengan tingkat signifikansi sebesar
0,005. Dengan demikian nilai signifikansi yang
didapat ternyata lebih besar dari nilai derajat
kesalahan yaitu sebesar 0,05 (0,005 < 0,05).
Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara
parsial variabel kondisi keuangan Wajib Pajak
(X4) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
Wajib Pajak orang pribadi (Y) di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara.

Uji F (Pengujian secara Simultan)

Uji F adalah Pengujian yang dilakukan
untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas
(independent) secara bersama-sama terhadap
variabel terikat (dependent). Berdasarkan hasil
penghitungan diperoleh nilai F hitung adalah
sebesar 11,442 dengan nilai signifikansi sebesar
0,000 yang ternyata lebih kecil dari derajat
kebebasan yang digunakan yaitu sebesar 0,05
(0,000 < 0,05). Dengan demikian terlihat
bahwa pengaruh variabel kualitas pelayanan
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pajak (X1), pemahaman peraturan pajak (X2),
sanksi perpajakan (X3) dan kondisi keuangan
Wajib Pajak (X4) secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
orang pribadi (Y) di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sidoarjo Utara.

Koefisien Determinasi (R?)

Berdasarkan hasil perhitungan dapat
diketahui bahwa nilai R square yakni sebesar
0,817. Ini mengandung arti bahwa variabel yang
terdiri dari kualitas pelayanan pajak (X1),
pemahaman peraturan pajak (X2), sanksi
perpajakan (X3) dan kondisi keuangan Wajib
Pajak (X4) terhadap kepatuhan Wajib Pajak
orang pribadi (Y) di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sidoarjo Utara sebesar 0,817 atau
81,7%. Sedangkan sisanya sebesar 0,183 atau
sebesar 18,3% dijelaskan oleh variabel lain yang
tidak masuk dalam model penelitian ini.

Pembahasan

a. Pengaruh variabel kualitas pelayanan
pajak  (X1)  terhadap kepatuhan Wajib
Pajak orang pribadi (Y).

Koefisien nilai variabel kualitas
pelayanan pajak (X1), diperoleh nilai t
hitung 4,147 dengan tingkat signifikansi
sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan
bahwa secara parsial variabel kualitas
pelayanan  pajak  (X1)  berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
orang pribadi (Y) di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Sidoarjo Utara. Berdasarkan
hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai
Correlation Partial yaitu sebesar 0,330,
hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya
pengaruh kualitas pelayanan pajak (X1)
terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang
pribadi (Y) di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sidoarjo Utara yaitu sebesar 0,330
atau 33%.

Penelitian ini  sejalan  dengan
penelitian yang dilakukan oleh Aryobimo
(2012), Julianti (2014), Nurmiati (2014),
Mas (2015), dan penelitian yang
dilakukan Kusuma (2016) yang
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan
pajak  berpengaruh  secara  signifikan
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kualitas
pelayanan pajak yang baik dari instansi
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pajak dapat menjadi modal utama dan
menjadi hal yang penting untuk dapat
menarik perhatian para Wajib Pajak.
Pelayanan pajak berupa fasilitas fisik dan
pelayanan dari petugas pajak yang baik
dapat membuat tingkat kepatuhan Wajib
Pajak meningkat.

Fasilitas ~ fisik  seperti  ruang
tunggu, tempat parkir yang cukup luas,
formulir pajak yang tersedia secara lengkap
membuat Wajib Pajak merasa nyaman saat
berada di kantor pajak. Selain fasilitas fisik
yang nyaman, berbagai macam kegiatan
yang mendukung Wajib Pajak untuk dapat
lebih mudah melaksanakan kewajibannya
membayar pajak antara lain petugas pajak
cakap dalam menindaklanjuti pengaduan
dari masyarakat, petugas pajak cepat
tanggap dalam membantu menyelesaikan
persoalan yang dihadapi Wajib Pajak terkait
dengan pajak, petugas pajak memberikan
pelayanan terbaik dalam memberikan
kemudahan dalam pelayanan pajak, serta
petugas pajak yang dapat menjunjung tinggi
integritas, akuntabilitas, dan transparansi
dapat menimbulkan kepercayaan dari Wajib
Pajak.

Pengaruh variabel pemahaman peraturan
pajak (X2) terhadap kepatuhan Wajib
Pajak orang pribadi (Y).

Koefisien nilai variabel pemahaman
peraturan pajak (X2), diperoleh nilai t hitung
4,963 dengan tingkat signifikansi sebesar
0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
secara parsial variabel pemahaman peraturan
pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Y)
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo
Utara. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis
diperoleh nilai Correlation Partial yaitu
sebesar 0,445, hal tersebut menunjukkan
bahwa besarnya pengaruh pemahaman
peraturan pajak (X2) terhadap kepatuhan
Wajib Pajak orang pribadi (Y) di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara
yaitu sebesar 0,447 atau 44,7%.

Penelitian ini  sejalan  dengan
penelitian yang dilakukan oleh Julianti
(2014) dan Mas (2015) yang menunjukkan
bahwa pemahaman peraturan perpajakan
berpengaruh secara signifikan terhadap
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kepatuhan Wajib Pajak. Ketika seorang
Wajib Pajak memahami Ketentuan Umum
Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan
maka dapat pula memahami peraturan
perpajakan. Pemahaman mengenai
perpajakan antara lain  Wajib  Pajak
mengetahui ketentuan terkait kewajiban
perpajakan  yang berlaku, mengetahui
peraturan- peraturan mengenai batas waktu
pelaporan  Surat Pemberitahuan (SPT),
mengetahui fungsi Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) sebagai identitas Wajib
Pajak, memahami sistem perpajakan yang
digunakan (menghitung, membayar, dan
melapor sendiri), serta mengetahui fungsi
pajak sebagai sumber penerimaan negara
yang digunakan untuk pembiayaan oleh
pemerintah. Hal tersebut dapat
meningkatkan pemahaman dan wawasan
terhadap peraturan perpajakan. Semakin
tinggi pemahaman peraturan perpajakan
seseorang terhadap peraturan perpajakan
akan semakin meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak.
Pengaruh variabel sanksi pajak terhadap
kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
Koefisien nilai variabel sanksi
perpajakan (X3), diperoleh nilai t hitung
3,084 dengan tingkat signifikansi sebesar
0,002. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
secara parsial variabel sanksi perpajakan
(X3) berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Y) di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo
Utara. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis
diperoleh nilai Correlation Partial yaitu
sebesar 0,240, hal tersebut menunjukkan
bahwa besarnya pengaruh sanksi
perpajakan  (X3) terhadap kepatuhan
Wajib Pajak orang pribadi (Y) di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara
yaitu sebesar 0,240 atau 24,0%.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Aryobimo (2012) dan
Julianti (2014) yang menunjukkan bahwa
sanksi perpajakan berpengaruh secara
signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Sanksi  perpajakan  diperlukan  untuk
memberikan sanksi setiap Wajib Pajak yang
tidak patuh dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Sanksi perpajakan yang
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dimaksud antara lain adanya sanksi
administrasi berupa denda apabila tidak atau
terlambat menyampaikan SPT, adanya
bunga atas keterlambatan penyetoran pajak.
Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas
akan semakin merugikan Wajib Pajak
sehingga Wajib Pajak akan lebih memilih
untuk patuh melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Semakin tegas sanksi
perpajakan yang diberikan akan semakin
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh  variabel kondisi  keuangan
Wajib  Pajak terhadap kepatuhan Wajib
Pajak orang pribadi

Koefisien nilai  variabel  kondisi

keuangan Wajib Pajak (X4), diperoleh nilai t
hitung 2,329 dengan tingkat signifikansi
sebesar 0,005. Hasil tersebut menunjukkan
bahwa secara parsial variabel kondisi
keuangan Wajib Pajak (X4) berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
orang pribadi (Y) di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Sidoarjo Utara. Berdasarkan
hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai
Correlation Partial yaitu sebesar 0,235, hal
tersebut menunjukkan bahwa besarnya
pengaruh kondisi keuangan Wajib Pajak
(X4) terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang
pribadi (Y) di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sidoarjo Utara yaitu sebesar 0,235
atau 23,5%.

Hasil pengujian hipotesis tersebut
menunjukkan bahwa kondisi keuangan
Wajib  Pajak  berpengaruh  signifikan

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kondisi
keuangan Wajib Pajak dapat digunakan
untuk memprediksi tingkat kepatuhan Wajib
Pajak orang pribadi terutama ketepatan
Wajib Pajak dalam membayar pajaknya.
Kondisi keuangan Wajib Pajak yang
berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib
Pajak orang pribadi dapat disebabkan karena
apabila seseorang yang memiliki kondisi
keuangan yang rendah, tentunya pajak yang
akan dibayarkan ada kecenderungan tidak
tepat  waktu  bahkan akan terjadi
penunggakan, terutama pada usahawan yang
usahanya sedang mengalami penurunan
omzet.

Hasil penelitian ini didukung oleh
penelitian yang dilakukan oleh Nurmiati
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(2014) dan Mas (2015) yang menunjukkan
bahwa kondisi keuangan Wajib Pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib
Pajak.

Pengaruh Variabel Dominan

Berdasarkan pada ketentuan
tersebut, maka diperoleh nilai Standardized
Coefficients Beta tertinggi yaitu sebesar
0,584 dan nilai Correlation Partial
tertinggi yaitu sebesar 0,447 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,000, nilai tersebut
pada variabel pemahaman peraturan pajak
(X2).

Hasil pengujian hipotesis
penelitian  ini  menunjukan  bahwa
pemahaman tentang peraturan
perpajakan berpengaruh paling dominan
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal
tersebut disebabkan Wajib Pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara
rata-rata memiliki pemahaman tentang
peraturan perpajakan yang baik sehingga
tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi
tinggi. Dapat dikatakan bahwa tingkat
pemahaman  Wajib Pajak tentang
peraturan perpajakan selaras dengan tingkat
kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi
pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan
perpajakan, semakin tinggi pula tingkat
kepatuhan Wajib Pajak. Diharapkan Wajib
Pajak semakin meningkatkan pemahaman
tentang peraturan perpajakan yang berlaku
sehingga dapat meningkatkan pembangunan
negara melalu perpajakan.

pada

Kesimpulan

dilakukan

Berdasarkan hasil analisis yang telah
mengenai  pengaruh  kualitas

pelayanan pajak, pemahaman peraturan pajak,
sanksi perpajakan dan kondisi keuangan Wajib
Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang
pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Sidoarjo Utara, maka dapat disimpulkan
bahwa:
1. Pengujian  hipotesis secara  parsial

menunjukkan bahwa Ha diterima dan Ho
ditolak, yang artinya bahwa secara parsial
kualitas pelayanan pajak (X1), pemahaman
peraturan pajak (X2), sanksi perpajakan
(X3) dan kondisi keuangan Wajib Pajak
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(X4) berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Y)

2. Pengujian  hipotesis secara  simultan
menunjukkan bahwa Ha diterima dan Ho
ditolak, yang artinya bahwa secara simultan
kualitas pelayanan pajak (X1), pemahaman
peraturan pajak (X2), sanksi perpajakan
(X3) dan kondisi keuangan Wajib Pajak
(X4) berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Y)..

3. Berdasar pengujian hipotesis bahwa diantara
kualitas pelayanan pajak (X1), pemahaman
peraturan pajak (X2), sanksi perpajakan
(X3) dan kondisi keuangan Wajib Pajak
(X4) yang dianggap dominan pengaruhnya
terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang
pribadi (Y) adalah faktor pemahaman
peraturan pajak (X2) yang berarti hipotesis
penelitian yang diajukan dapat dibuktikan
kebenarannya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat
diusulkan saran yang diharapkan akan
bermanfaat bagi penelitian selanjutnya :

1. Kantor Pelayanan Pajak sebagai instansi
pemungut pajak dari Wajib Pajak harus terus
meningkatkan kualitas pelayanan pajak, baik
yang berupa peningkatan Sumber Daya
Manusia (SDM) maupun fasilitas
lainnya, sehingga dapat mendorong Wajib
Pajak untuk patuh dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya.

2. Sanksi perpajakan harus ditingkatkan untuk
disosialisasikan dengan baik kepada Wajib
Pajak agar Wajib Pajak dapat memahami
hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan
sanksi perpajakan serta penyebab-penyebab
dikenakannya suatu sanksi perpajakan
terhadap Wajib Pajak.

3. Pemahaman Wajib Pajak tentang ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak
yang berlaku di Indonesia masih belum
maksimal, sehingga perlu adanya sosialisasi
karena  sebagian  masyarakat  belum
memahami peraturan perpajakan.

4. Wajib Pajak hendaknya dapat lebih
meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman terhadap peraturan perpajakan,
sehingga Wajib Pajak dapat melaksanakan
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hak dan kewajiban perpajakannya dengan
baik dan benar sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku.

5. Kantor Pelayanan Pajak  disarankan
mengadakan sosialisasi secara individu ke
RT/RW karena masih minimnya
pengetahuan  masyarakat pada umumnya
tentang perpajakan.

6. Seyogyanya, kondisi keuangan Wajib
Pajak  tidak  mempengaruhi  tingkat
kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya.

7. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk
melakukan kajian di bidang yang sama
dapat menambah variabel independen
maupun dependen yang memiliki
kemungkinan pengaruh terhadap hubungan
kualitas pelayanan pajak, pemahaman
peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan
kepatuhan Wajib  Pajak  atau  dapat
menggunakan  variabel-variabel ~ yang
tidak digunakan dalam penelitian ini,
sehingga dapat ditemukan wvariabel baru
yang akan meningkatkan kepatuhan Wajib
Pajak
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